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ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis
pemerintah yang menyasar kelompok rentan, yaitu peserta didik, balita, ibu hamil,
dan ibu menyusui, sehingga jaminan keamanan pangan menjadi aspek krusial yang
tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya menuntut
pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga penerapan standar higiene dan sanitasi untuk
mencegah terjadinya kontaminasi pangan dan gangguan kesehatan bagi penerima
manfaat. Oleh karena itu, pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pemenuhan
standar higiene dan sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan perlindungan terhadap
kesehatan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi Program MBG
berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perspektif teori pengawasan
George R. Terry, sadd al-dzari ‘ah, dan maslahah mursalah. Teori George R. Terry
digunakan untuk menganalisis tahapan pengawasan, sadd al-dzari‘ah untuk
menilai upaya preventif dalam mencegah kemudaratan, sedangkan maslahah
mursalah digunakan untuk menilai kemaslahatan dan perlindungan kesehatan
penerima manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field
research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, menggunakan data
primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan
serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
telah menjalankan empat tahapan pengawasan George R. Terry melalui landasan
hukum yang jelas, mekanisme self assessment, uji laboratorium, inspeksi lapangan,
dan tindakan korektif, dengan capaian 34 dari 53 SPPG telah memperoleh Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ditinjau dari teori sadd al-dzari‘ah, pengawasan
tersebut telah mengandung upaya preventif untuk menutup jalan yang dapat
mengantarkan pada kemudaratan berupa kontaminasi pangan dan gangguan
kesehatan, namun pelaksanaannya belum optimal karena inspeksi lapangan belum
dilakukan secara merata kepada seluruh SPPG. Dari perspektif maslahah mursalah,
pengawasan telah sejalan dengan prinsip jalb al-manfa‘ah dan daf* al-mafsadah
serta mendukung Ahifz an-nafs, meskipun penguatan pengawasan preventif masih
diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan preventif
melalui inspeksi lapangan yang terjadwal dan merata bagi seluruh SPPG untuk
mencegah potensi kemudaratan serta meningkatkan jaminan keamanan pangan
dalam penyelenggaraan Program MBG.

Kata Kunci: Pengawasan, Higiene dan Sanitasi, Makan Bergizi Gratis, Sadd al-
Dzari‘ah, Maslahah Mursalah, Dinas Kesehatan.
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ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG)
is a strategic government initiative targeting vulnerable groups, including students,
toddlers, pregnant women, and breastfeeding mothers. Consequently, ensuring food
safety is a crucial aspect that cannot be overlooked. The implementation of this
program not only demands the fulfillment of nutritional needs but also the
application of hygiene and sanitation standards to prevent food contamination and
health problems among beneficiaries. Therefore, supervision by the Health Office
regarding compliance with hygiene and sanitation standards at the Nutrition
Fulfillment Service Units (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) is essential
to ensure that the MBG Program is carried out in accordance with applicable
regulations and provides adequate public health protection.

This study aims to analyze the supervision conducted by the Yogyakarta City
Health Office over compliance with hygiene and sanitation standards in the MBG
Program, based on statutory regulations and the perspectives of George R. Terry's
supervisory theory, sadd al-dzari‘'ah, and maslahah mursalah. George R. Terry's
theory is used to analyze the stages of supervision, sadd al-dzari‘ah to assess
preventive efforts in averting harm, and maslahah mursalah to evaluate the public
interest and health protection afforded to beneficiaries. This research is an
empirical legal study (field research) employing a descriptive-analytical qualitative
approach, utilizing primary data from interviews and secondary data from statutory
regulations and related literature.

The findings indicate that the Yogyakarta City Health Office has
implemented the four stages of George R. Terry's supervision framework through a
clear legal basis, self-assessment mechanisms, laboratory testing, field inspections,
and corrective actions, with 34 out of 53 SPPG having obtained Hygiene Sanitation
Eligibility Certificates (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi/SLHS). From the
perspective of sadd al-dzari‘ah, this supervision incorporates preventive measures
to block pathways that could lead to harm, such as food contamination and health
disorders, however, its implementation remains suboptimal as field inspections
have not been conducted evenly across all SPPG. Viewed through the lens
of maslahah mursalah, the supervision aligns with the principles of jalb al-
manfa ‘ah (securing benefits) and daf* al-mafsadah (preventing harm) and
supports hifz an-nafs (protection of life), although enhanced preventive oversight is
still required. This study recommends strengthening preventive supervision through
scheduled and equitable field inspections for all SPPG to prevent potential harm
and improve food safety assurance in the implementation of the MBG Program.

Keywords: Supervision, Hygiene and Sanitation, Free Nutritious Meal Program,
Sadd al-Dzari‘ah, Maslahah Mursalah, Health Office.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan sistem aksara dari huruf Arab ke abjad Latin

guna memudahkan pembacaan istilah-istilah keislaman. Pedoman alih aksara dalam

skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan

0543b/U/1987 tertanggal 23 Januari 1978. Adapun rincian mengenai aturan teknis

penggunaan huruf dan tanda baca dalam transliterasi tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
-~ Ba’ B be
9 Ta’ T te
< Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J je
C Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
« Kha’ Kh ka dan ha
: Dal D de
3 Zal V4 zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R er
D Zai Z zet
o Sin S es
e Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)

X




L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za’ Z zet (dengan titik di bawah)
< ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
d Gain G ge
< Fa’ F ef
& Qaf Q qi
d Kaf K ka
J Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W w
° Ha’ H ha
& Hamzah ¢ apostrof
¢ Ya’ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
8yl ditulis muta’addidah
5 ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
i&a ditulis hikmah
e ditulis Jizvah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali



dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BRENERES

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila fa’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h

bl 385 Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
. | - Fathah Ditulis A
2. | - Kasrah Ditulis I
3. S Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
I. Fathah + alif Oleanig Ditulis a: Istihsan
2. Fathah + ya’ mati sl Ditulis a: Unsa
3. Kasrah + ya’ mati & stell Ditulis I: al-‘Alwant
4 Dammah + wawu mati psle Ditulis 0: ‘Ulam
F. Vokal Rangkap
1. | Fathah diikuti Ya’ Mati aSiu Ditulis ai: Bainakum

X1




2. |Fathah diikuti Wawu Mati JsA Ditulis Au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
1. il Ditulis a’antum
2. e Ditulis ‘u’iddat
3. IS A Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

VAl Ditulis al-Qur’an

sl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 7’ (el) nya.

Al Ditulis ar-Risalah

Ll Ditulis an-Nisa’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ol g5 Ditulis Zawi al-furid

Aadl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
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Pengecualian

Sistem trasliterasi ini tidak berlaku pada:

a.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengawasan
Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan Sanitasi pada
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Maslahah Mursalah di Kota
Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam
semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari
berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh
karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum

Xiv



Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga

Yogyakarta.

. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijjaga

Yogyakarta.

. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, beliau yang telah memberikan
arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian
hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Segenap dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan

akademik selama masa studi.

. Pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, khususnya Ibu Fembriana

Syarifah, M.Ec.Dev., M.A., selaku Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi
Kesehatan (SERNIK), yang telah berkenan memberikan kesempatan
wawancara dan dokumentasi sebagai bagian dari data penelitian.

. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota
Yogyakarta, khususnya Reza Ardiansah Saputra, selaku Kepala Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danurejan Kota Yogyakarta, yang telah
berkenan memberikan kesempatan wawancara dan dokumentasi sebagai
bagian dari data penelitian.

. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muja Muju 2 Kota

Yogyakarta, khususnya Reza Ardiansah Saputra, selaku Kepala Satuan

XV



10.

11.

12.

13

14.

Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muja Muju 2 Kota Yogyakarta, yang
telah berkenan memberikan kesempatan wawancara dan dokumentasi
sebagai bagian dari data penelitian.

Terkhusus kedua orang tua penyusun, Umik Nur Sholihah dan Abah H.
Muhammad Romadlon yang telah mendukung dari segala aspek,
memberikan nasehat dan motivasi, serta doa-doa tulus untuk penyusun.
Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan,
keberkahan, dan membalas segala kebaikan serta pengorbanan beliau
berdua dengan balasan yang terbaik.

Segenap keluarga besar yang karena banyaknya sampai tidak dapat
penyusun sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa,
dukungan, dan semangat dalam setiap proses yang penyusun jalani.

Guru sekaligus orang tua penyusun selama di Yogyakarta dan akan terus
berlanjut. Beliau Prof. Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M.Ag., dan Dr. Ny.
Hj. Imelda Fajriyati, M.Si. Beliau berdua yang menjaga penyusun lahir dan
batin selama berada di Yogyakarta. Semoga Allah Swt. memberikan balasan

yang terbaik untuk beliau berdua.

. Alfi Azzahra, penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus atas doa,

dukungan, perhatian, dan semangat yang senantiasa mengiringi setiap
langkah penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt.
senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta membalas segala
kebaikan yang telah diberikan.

Teman-teman Ikatan Alumni Madrasatul Qur’an (IAMQ) Yogyakarta,

xvi



khususnya kepada seluruh penghuni kontrakan pakenton yang telah menjadi

bagian dari perjalanan akademik penyusun melalui dukungan,

kebersamaan, motivasi, serta berbagai pengalaman berharga selama
menempuh pendidikan.

15. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Al Ashfa Yogyakarta
yang selalu hadir memberikan bantuan, semangat, kebersamaan, serta
kenangan indah selama menempuh pendidikan.

16. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2022 Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah memberikan pengalaman baru dalam perjalanan menuntut ilmu
di kampus ini.

17. Segenap rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Napak Tileng, yang telah
menjadi bagian dari perjalanan akademik penyusun melalui kebersamaan,
kerja sama, dukungan, serta pengalaman berharga yang tidak terlupakan.

18. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penyusun.

Semoga apa yang telah penyusun peroleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bisa
bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penyusun pribadi. Di sini
penyusun sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,
menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
penyusun sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca

untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

xvii



xviii

Yogyakarta, 6 Agustus 2026

Penyusun,

Muhammad Afada Romdloni
NIM 22103080006




DAFTAR ISI

ABSTRAK .aueitiiiitinninensinnissenssisssissssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas ii
ABSTRACT ...uuueannennninnvnsrensunsnnsesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssss iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....ccuceviiensuicrensensancssnssesssessssssessssessssesssees iv
HALAMAN PENGESAHAN ....uuconininnuinsensessanssenssesssisssssssssssssssssssssssssssssssasssssss v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN....cccccecisstessecsenssnssancssnssasssessssssasssecsssssasssses vi
MOTTO cuucecnniiinneiisnnncsneicsneessssnessssesssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssassssssssssss vii
HALAMAN PERSEMBAHAN....ccoiniiniinnninsnninninsnesssecsssesssecsssesssssssassssassses viil
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....ccuvininruicrensuecserssesssessasssessans ix
KATA PENGANTAR ....ccoiiviininninsensaisssissssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssses Xiv
1D V2N 2N 2 ) Xix
BAB I PENDAHULUAN ...uciiiinuineisisssnssassssssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssse 1
A, Latar BelaKang .........cccoooiiiiiiiiiiiiieieecceceeee e 1
B. Rumusan Masalah...........ccccccoiviiiiiiiiic e 10
C.  Tujuan Penelitian........ccccveeiiiiiiieiiiesiieiieeie et sie et este et ene et eaeeaee e 10
D. Kegunaan Penelitian.........cc.ccceeriiiiiiieeniiiieciieeciee e e e 11
E.  Telaah Pustaka..........ccooviiiiiiiiiniiiiiienieccceeeee e 12
F. Kerangka TeOTi.......ccuieiieeiieriieeieeeie ettt et e saeebeeseaeeseeesseeseessnaas 17
G.  Metode Penelitian........coceevveiieniiiiirieniieciiesieese et 23
H. Sistematika Pembahasan ............cccccooeiieiiiiiiiiieeeceeceeee e 30
BAB Il PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DAN TEORI
MASLAHAH MURSALAH c.....ouuoonueenenuensancensaesssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssss 32
A. Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)....................... 32
B. Standar Higiene dan Sanitasi dalam Program MBG...........cccccceviniinenne 46
C. Pengawasan Dinas Kesehatan dalam Hukum Positif Indonesia................ 55
D.  Teori Pengawasan..........cccccveriiiiieniieeiienie ettt 59
E.  Teori Sadd al-Dzari QR ..............ccccooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 65
F.  Teori Maslahah Mursalal....................cccccoocveevoiaiieioieniisiieiieeeesee e 68
BAB II1 PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KOTA YOGYAKARTA................. 72
A. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta...........cccceevieniienieniiinienieeieeieee 72

X1X



B. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 77

C. Tingkat Kepatuhan dan Ketidaksesuaian Standar Higiene dan Sanitasi
pada Dapur MBG/SPPG.........cooiiiiiiiieiecteeeeee ettt 93

BAB IV ANALISIS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN STANDAR HIGIENE DAN

SANITASI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG).......... 110
A. Analisis Teori Pengawasan George R. Terry.......ccoocvveeeiieeiiieciieeeiieeee, 110
B.  Analisis Teori Sadd al-Dzari‘ah ............cooceeevveeecieniiiaiiiieeieieeeeeen. 116
C. Analisis Teori Maslahah Mursalah ..................cc..ccccoevuveecieeecieeeeireeannnn. 122

BAB V PENUTUP .....cooiiiiinineniinsnissnnsesssisssissssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 128
A, KeSIMPUIAN .o e 128
Bl Saran........ooiii e 130

DAFTAR PUSTAKA.....uiotirininsninensansssissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssass 133

LAMPIRAN . ..cciiviirtinrtissenssisssnssesssnssssssessstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss I
Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur’an, Hadis dan Istilah Arab..........c...ccceeennee. I
Lampiran 2 : Surat [zin Penelitian.............ccoevieviieiiiiiieniieiecie e II
Lampiran 3 : Surat Persetujuan Penelitian ...........cocceoceviiineininiinicncnicneeniene v
Lampiran 4 : Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ........cccooceviinennennen. v
Lampiran 5 : Form Surat Permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi............. X
Lampiran 6 : Contoh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi........ccceeceeviervierienennnen. XX
Lampiran 7 : Foto Kegiatan...........cccccuiieiiieeiiieiiieeciieeeeeeee e XXIII

CURRICULUM VITAE .......cc.coovuvvuvvuinsurnrenssssssssassssssssssssssssssssssssssssasssssssssse XXVI

XX



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama
pembangunan nasional Indonesia karena SDM yang unggul mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan sosial jangka
panjang. Salah satu indikator penting kualitas SDM adalah status gizi
masyarakat yang mencerminkan tingkat kesehatan fisik dan mental
individu. Gizi yang baik, khususnya pada anak-anak, berperan besar dalam
mendukung perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas di
masa depan, sedangkan gizi buruk atau malnutrisi dapat menyebabkan
stunting, penurunan kecerdasan, risiko penyakit kronis, serta menghambat
pencapaian potensi maksimal.! Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia
(SSGI) oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting pada 2024
tercatat sebesar 19,8%, yang masih jauh dari target nasional sebesar 14%
dengan angka tertinggi di wilayah pedesaan,” sehingga upaya pencegahan
menjadi prioritas nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah

merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi dan

! Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Laporan Nasional Riskesdas 2018
(Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018), PDF, diakses 12 November 2025,
https://drive.google.com/file/d/1GHS61CsSthulU_ZkUuKpWvIImWJ1ZFPr/view

2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional
Turun Menjadi 19,8% (Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 26 Mei 2025),
https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stun ting-nasional-turun-menjadi-198



https://drive.google.com/file/d/1GHS6lCsSfhuIU_ZkUuKpWvI1mWJ1ZFPr/view
https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198?utm_source=chatgpt.com

meningkatkan kualitas SDM. Program ini tidak hanya menyediakan
makanan bergizi secara gratis, tetapi juga bertujuan membangun fondasi
kesehatan jangka panjang, seperti meningkatkan produktivitas ekonomi
melalui generasi yang lebih sehat dan terdidik. Program Makan Bergizi
Gratis telah menyasar lebih dari 61 juta penerima manfaat per Juni 2026.
Target keseluruhan program untuk tahun 2026 adalah 82,9 juta penerima
manfaat, termasuk siswa, santri, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,
menunjukkan skala intervensi yang luas dalam upaya peningkatan gizi dan
kesehatan publik.> Skala ini mencerminkan komitmen nasional untuk
mengatasi masalah gizi secara massal, dengan target mencapai anak-anak di
seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil.*

Namun, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak
hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus memperhatikan
aspek keamanan pangan. Dalam hal ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) merupakan unit dapur dan layanan yang dibentuk oleh Badan Gizi
Nasional (BGN) berperan sebagai unit pengolahan makanan yang
bertanggung jawab menjaga keamanan pangan sebelum makanan
didistribusikan kepada penerima manfaat. Kualitas makanan sangat

dipengaruhi oleh penerapan higiene dan sanitasi sejak pengadaan bahan

3 Badan Gizi Nasional, “61,2 Juta Penerima Manfaat, Indonesia Peringkat Kedua Dunia
Program Makan Sekolah,” 8§ Maret 2026, https://bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-

indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah, diakses 6 Juni 2026.

4 Afifah Andin et al., “Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis,”
IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research 3, no. 1 (Januari 2025): 370—
383.


https://bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah
https://bgn.go.id/news/berita/612-juta-penerima-manfaat-indonesia-peringkat-kedua-dunia-program-makan-sekolah

baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan
penyajian. Penerapan tersebut bertuyjuan mencegah kontaminasi
mikroorganisme patogen maupun bahan kimia berbahaya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.’
Seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis
(MBG), sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi di berbagai
daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, hingga 5 Oktober 2025 tercatat sebanyak 119 kejadian keracunan
yang berkaitan dengan pangan dalam program MBG di 25 provinsi dan 88
kabupaten/kota, dengan total 11.660 kasus. Di Kota Yogyakarta sendiri,
insiden keracunan pangan yang terkait dengan program MBG tercatat
terjadi satu kali dan berasal dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) yang berlokasi di wilayah Wirobrajan, melibatkan sekitar 426 siswa
dart SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta
yang mendapatkan pasokan makanan dari dapur/SPPG yang sama.
Sehingga menunjukkan bahwa masalah keamanan pangan dalam program

MBG bukanlah peristiwa yang bersifat sporadis, melainkan kejadian yang

5 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 11 November 2024.



berulang di sejumlah wilayah.® Situasi ini menandakan adanya kelemahan
dalam pengendalian mutu, baik pada tahap pemilihan bahan makanan,
proses pengolahan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPQG),
maupun pada saat pendistribusian makanan.

Kota Yogyakarta sebagai fokus penelitian menjadi menarik apabila
dibandingkan dengan pola kejadian keracunan pangan MBG di 4 kabupaten
lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dihimpun dari
berbagai insiden sepanjang 2025-2026 menunjukkan bahwa Kabupaten
Sleman mencatat 1.772 kasus keracunan makanan dari program MBG
sepanjang Januari hingga September 2025 saja, dengan rekapitulasi lain
menyebut ratusan korban tersebar di 5 SPPG dalam satu wilayah
kapanewon. Kabupaten Kulon Progo juga berulang kali mengalami insiden
serupa, dengan salah satu kejadian pada Juli 2026 tercatat menimpa 105

orang, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui,’

sementara Kabupaten
Gunungkidul dan Kabupaten Bantul masing-masing turut mencatatkan

ratusan siswa terdampak dalam insiden-insiden terpisah. Sebagai respons

atas pola berulang tersebut, Pemerintah Daerah DI Yogyakarta bahkan

Pangan

¢ Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan
Program MBG,” 27 Oktober 2025,

https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680/pencegahan-dini-dan-kewaspadaan-keracunan-

pangan-program-mbg/, diakses 6 Juni 2026.

Evaluasi

7 Tribun Jogja, “Buntut Dugaan Keracunan 115 Warga di Kulon Progo, Pemda DIY
Total SOP  MBG,” Tribun Jogja, diakses 27 Juli 2026,

https://jogja.tribunnews.com/diy/1219142/buntut-dugaan-keracunan-115-warga-di-kulon-progo-

pemda-diy-evaluasi-total-sop-mbg.



https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680/pencegahan-dini-dan-kewaspadaan-keracunan-pangan-program-mbg/
https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680/pencegahan-dini-dan-kewaspadaan-keracunan-pangan-program-mbg/
https://jogja.tribunnews.com/diy/1219142/buntut-dugaan-keracunan-115-warga-di-kulon-progo-pemda-diy-evaluasi-total-sop-mbg
https://jogja.tribunnews.com/diy/1219142/buntut-dugaan-keracunan-115-warga-di-kulon-progo-pemda-diy-evaluasi-total-sop-mbg

mengandalkan sistem berbasis kecerdasan buatan dengan menjadikan
Gunungkidul sebagai wilayah percontohan pencegahan keracunan MBG.®

Berbeda dengan keempat kabupaten tersebut yang wilayahnya lebih
luas dan sebagian memiliki karakteristik geografis pedesaan atau semi-
terpencil, Kota Yogyakarta memiliki wilayah administratif paling kecil
sekaligus menjadi pusat pemerintahan provinsi, sehingga secara relatif
memiliki infrastruktur kesehatan, kepadatan fasilitas pengawasan, dan
aksesibilitas Dinas Kesehatan yang paling memadai dibandingkan wilayah
lain. Namun, masih terjadinya insiden keracunan di wilayah ini
menunjukkan adanya persoalan dalam sistem keamanan pangan yang tidak
semata-mata disebabkan oleh faktor geografis atau keterbatasan sumber
daya. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya mengkaji efektivitas
mekanisme pengawasan, termasuk frekuensi inspeksi, kapasitas pengawas,
dan koordinasi antar SPPG, sehingga kajian mendalam terhadap efektivitas
pengawasan di Kota Yogyakarta dapat memberi gambaran representatif
mengenai kelemahan struktural pengawasan program MBG secara lebih
luas, termasuk relevansinya untuk perbaikan tata kelola di kabupaten-
kabupaten lain di DI Yogyakarta.

Meskipun kerangka regulasi terkait keamanan pangan dalam
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tersusun secara berlapis, kasus

keracunan pangan yang berulang di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan

8 Kompas.com, “DIY Andalkan Al untuk Cegah Keracunan Makanan Program MBG
Gunungkidul,” 22 Juli 2026, https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/22/214500578/diy-

andalkan-ai-untuk-cegah-keracunan-makanan-program-mbg-gunungkidul, diakses 27 Juli 2026.



https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/22/214500578/diy-andalkan-ai-untuk-cegah-keracunan-makanan-program-mbg-gunungkidul
https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/07/22/214500578/diy-andalkan-ai-untuk-cegah-keracunan-makanan-program-mbg-gunungkidul

Gizi (SPPG) menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif
dan implementasinya di lapangan. Kondisi tersebut semakin kompleks
karena pengawasan yang seharusnya dilakukan secara preventif melalui
inspeksi berkala, audit mendadak, dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi (SLHS), pada praktiknya masih cenderung reaktif setelah terjadi
insiden keracunan. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan menjadi penting
dalam memastikan setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari
pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian, memenuhi standar
higiene dan sanitasi yang berlaku. Pengawasan yang optimal diperlukan
untuk mencegah risiko keracunan, melindungi kesehatan peserta didik, serta
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan Program
MBG. Kondisi ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Kesehatan dan faktor-faktor yang
menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal meskipun
landasan hukumnya telah tersedia. Studi menunjukkan bahwa pengawasan
yang efektif dapat mengurangi insiden penyakit berbasis makanan hingga
30%, sehingga memastikan bahwa nutrisi yang disediakan benar-benar
bermanfaat.’

SPPG atau dapur pengolahan makanan merupakan bagian paling
penting dalam menjaga keamanan pangan, karena di sinilah proses

persiapan makanan dilakukan. Untuk mencegah risiko kesehatan, Dinas

% Aliefiyah Na’imatul Azizah dan Merrisa Ayu Oktanova, “Higiene dan Sanitasi Kantin
Sekolah Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Mojopanggung Tahun 2018,” Jurnal Kesehatan
Lingkungan 15, no. 2 (Juli 2018): 616-21.



Kesehatan Kota Yogyakarta bertanggung jawab mengawasi dapur Program
Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui inspeksi rutin, pelatihan petugas, dan
audit mendadak terkait kebersihan, suhu penyimpanan, serta praktik higiene
dan sanitasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan Pasal 22, bahwa pengolahan, pewadahan,
dan penyajian pangan harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.'”
Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2024 tentang
perubahan kedua atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, menegaskan bahwa
setiap penyelenggara jasa boga golongan B wajib memiliki Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat
setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi bahwa dapur atau unit jasa boga telah
memenuhi standar keamanan pangan pemerintah. Proses sertifikasi
dilakukan melalui evaluasi terhadap kondisi fisik dapur, kelengkapan
peralatan serta penerapan prosedur operasional standar seperti pengelolaan

dan rotasi bahan makanan.'!

19 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Jakarta: Sekretariat Negara, 6 Agustus 2014),
https://peraturan.bpk.go.id/Download/32220/PP%20Nomor%2066%20Tahun%202014.pdf

! Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 11 November 2024.


https://peraturan.bpk.go.id/Download/32220/PP%20Nomor%2066%20Tahun%202014.pdf

Namun dalam praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan terhadap SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) di Kota Yogyakarta masih menghadapi berbagai hambatan,
sehingga kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum dapat
diterapkan secara optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi
dan pelaksanaan di lapangan, di mana aturan seperti Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Menteri Kesehatan
No 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan
Pedoman Teknis Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan menjamin
keamanan pangan belum sepenuhnya terlaksana karena kendala teknis dan
sumber daya.

Dalam perspektif hukum Islam, pentingnya pengawasan Dinas
Kesehatan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilihat
melalui konsep Maslahah Mursalah dan sadd al-dzari‘ah. Upaya
pengawasan terhadap higiene dan sanitasi merupakan bagian dari menjaga
kemaslahatan umum (maslahah al-‘ammah) dan mencegah kemudaratan
(mafsadah). Konsep Maslahah Mursalah dalam hukum Islam
memungkinkan pembentukan kebijakan yang belum diatur secara eksplisit
dalam nash (teks suci), asalkan memberikan manfaat kolektif dan
menghindari kerugian. Sementara itu, konsep sadd al-dzari ‘ah menekankan

upaya preventif dengan menutup jalan atau sarana yang berpotensi



mengantarkan pada kemudaratan. Dalam konteks program MBG,
pengawasan terhadap higiene dan sanitasi, pemeriksaan kelayakan sarana,
serta pemenuhan standar keamanan pangan merupakan bentuk pencegahan
terhadap potensi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan
kesehatan penerima manfaat. Dengan demikian, penerapan sadd al-dzari ‘ah
memperkuat tujuan Maslahah Mursalah karena keduanya sama-sama
berorientasi pada pencegahan mafsadah dan perlindungan kemaslahatan
masyarakat. Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifz an-nafs)
sebagai bagian dari magqdasid as-syari‘ah, yang merupakan lima tujuan
utama syariat Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.?

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap
penerapan standar higiene dan sanitasi dalam Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan
keamanan pangan bagi masyarakat, sehingga Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta memegang tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh
pelaksana program menaati ketentuan yang berlaku. Penelitian ini penting
untuk mengkaji peran serta efektivitas pengawasan tersebut sekaligus
menelaahnya dari perspektif maslahah mursalah, guna memperoleh
pemahaman yang menyeluruh tentang efektivitas sistem pengawasan,

faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta relevansinya dengan

12 Devid Frastiawan Amir, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz al-Din
hingga Hifz al-Mal,” SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law (2023).
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prinsip kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan
memberi kontribusi praktis dalam perbaikan kebijakan publik di bidang
kesehatan masyarakat, khususnya untuk menjamin keberlanjutan dan

kesuksesan program makan bergizi gratis di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Program Makan
Bergizi Gratis (MBG)?

2. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap
pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada program Makan Bergizi

Gratis (MBGQ) ditinjau dari perspektif Mas/iahah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan,

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar
higiene dan sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBQG)

berdasarkan regulasi yang berlaku.
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2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji implementasi pengawasan
tersebut dalam perspektif Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan

umum dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi
pengembangan kajian hukum Islam melalui penerapan konsep
Maslahah Mursalah dalam kebijakan publik di bidang kesehatan dan
pangan. Dengan menelaah pengawasan Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta terhadap standar higiene dan sanitasi pada Program Makan
Bergizi Gratis (MBQG), penelitian ini memperluas pemahaman tentang
penerapan nilai-nilai  hukum Islam dalam evaluasi kebijakan
pemerintah. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya literatur tentang
pengawasan program sosial, tetapi juga menjembatani teori hukum
Islam dengan praktik kebijakan modern serta membuka peluang bagi
penelitian lanjutan yang lebih interdisipliner.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan dan Instansi Terkait)
Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan standar higiene dan sanitasi pada Program
MBG serta penyusunan kebijakan yang lebih berorientasi pada

kesehatan dan kemaslahatan masyarakat.
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b. Bagi Pelaksana Program MBG (Ketua Dapur, Pengelola, dan Tim
Lapangan)
Penelitian ini memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya
penerapan standar higiene dan sanitasi di setiap tahapan penyediaan
makanan. Hasilnya dapat membantu pelaksana program untuk
memperbaiki manajemen dapur dan memastikan penyajian makanan
yang aman, bergizi, dan sesuai dengan standar kesehatan.

c. Bagi Masyarakat Umum
Sebagai sarana meningkatkan kesadaran akan pentingnya higiene
dan sanitasi pangan serta dukungan terhadap program pemerintah
berbasis kemaslahatan.

d. Bagi Akademisi dan Penyusun Selanjutnya
Sebagai referensi dalam mengembangkan kajian interdisipliner

antara hukum Islam, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik.

E. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ayu Winarsih, Muhammad H.
Hariawan, & Dittasari Putriana pada tahun 2025 dengan judul “Hubungan
Pengetahuan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan dengan Penerapan
Standar Higiene Sanitasi Jajanan di Sekolah Dasar”. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian kuantitatif cross-sectional dengan
responden penjamah makanan di sekolah dasar, menggunakan kuesioner
untuk mengukur pengetahuan dan observasi untuk menilai penerapan

standar higiene-sanitasi. Hasil penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan
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positif antara pengetahuan penjamah makanan dan tingkat penerapan
standar higiene-sanitasi, meski kekuatan hubungan tergolong rendah
(koefisien rendah). Disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan saja
belum cukup, perlu didukung pengawasan dan fasilitas yang memadai.'?
Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu membahas tentang higiene-
sanitasi dan faktor penunjang penerapan standar, yang relevan dengan
variabel pengawasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode
penelitian, serta peneliti tidak membahas pengawasan oleh Dinas Kesehatan
secara institusional ataupun analisis dari perspektif mas/ah ah mursalah, dan
fokusnya pada penjamah makanan bukan pada program Makan Bergizi
Gratis (MBGQG).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Gerald Alvino Fugen dan
Evelyne Juanda Tanurahardja pada tahun 2020 dengan judul “Peran
Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Barat dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan
Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Persyaratan Higiene
Sanitasi Menurut Peraturan yang Berlaku”. Penelitian tersebut
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat memiliki peran
penting dalam mendorong pelaku usaha rumah makan dan restoran

memenuhi tanggung jawab administratif atas pelanggaran standar higiene

3 Ayu Winarsih, Muhammad H. Hariawan, dan Dittasari Putriana, “Hubungan
Pengetahuan Higiene Sanitasi Penjamah Makanan dengan Penerapan Standar Higiene Sanitasi
Jajanan di Sekolah Dasar,” HARENA: Jurnal Gizi 5, no. 3 (Agustus 2025): 105-112.
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dan sanitasi. Pengawasan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pre-market
(sertifikasi laik sehat) dan post-market (inspeksi berkala serta tindak
lanjut).'* Persamaan dengan penelitian penyusun ialah sama-sama mengkaji
fungsi pengawasan Dinas Kesehatan terhadap penerapan standar higiene
dan sanitasi. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada usaha rumah
makan dan restoran komersial, sedangkan penelitian penyusun meneliti
program sosial pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
dengan pendekatan mas/ahah mursalah sebagai analisis normatif terhadap
kemaslahatan masyarakat.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Nadya Nadhiroh, Dian Rahayu
Jati, dan Suci Pramadita pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Higiene
dan Sanitasi pada Industri Roti Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096
Tahun 2011 . Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian observasi
lapangan dan analisis kesesuaian standar. Hasil penelitian menunjukkan
sebagian aspek bangunan dan sarana sanitasi sudah memenuhi standar,
namun aspek peralatan dan perilaku penjamah masih belum optimal.'
Persamaan dengan penelitian penyusun terletak pada analisis terhadap

pemenuhan standar higiene dan sanitasi berdasarkan regulasi pemerintah.

14 Tanurahardja, E. J & Fugen, G. A., “Peran Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan
Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Tidak Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan
Higiene Sanitasi.” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, 5 (02), (2021): 1-25.
https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2071

15 Nadya Nadhiroh, Dian Rahayu Jati, dan Suci Pramadita, “Analisis Higiene dan Sanitasi
pada Industri Roti Berdasarkan Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011,” Rekayasa Hijau: Jurnal
Teknologi Ramah Lingkungan 7, no. 3 (2023): 239-251, https://paperity.org/p/342058511/analisis-
higiene-dan-sanitasi-pada-industri-roti-berdasarkan-permenkes-ri-nomor-1096



https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2071
https://paperity.org/p/342058511/analisis-higiene-dan-sanitasi-pada-industri-roti-berdasarkan-permenkes-ri-nomor-1096?utm_source=chatgpt.com
https://paperity.org/p/342058511/analisis-higiene-dan-sanitasi-pada-industri-roti-berdasarkan-permenkes-ri-nomor-1096?utm_source=chatgpt.com
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Perbedaannya, penelitian ini lebih bersifat teknis industri pangan,
sedangkan penelitian penyusun menitikberatkan pada peran Dinas
Kesehatan dalam implementasi kebijakan publik program Makan Bergizi
Gratis (MBGQ) dari perspektif mas/ah ah mursalah.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Riska Epina Hayu, Suwarni,
dan Mayasari pada tahun 2023 dengan judul “Hygiene and Sanitation of
Catering Services A2 Class in Pangkalan Kerinci Health Centre Area”.
Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analitik observasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jasa boga belum
memenuhi standar higiene dan sanitasi, terutama pada aspek pengolahan
dan penyajian makanan.'® Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu
sama-sama menyoroti kualitas penerapan higiene dan sanitasi dalam
pelayanan makan siap saji. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada
lingkup usaha catering swasta, sementara penelitian penyusun berfokus
pada pengawasan institusi pemerintah seperti Dinas Kesehatan terhadap
program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik perspektif
maslahah mursalah.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Maria Elisabet Ga’a, Yohanes
Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu pada tahun 2025 dengan
judul “Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan

Tahapannya”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

16 Riska Epina Hayu, Suwarni, dan Mayasari, “Hygiene and Sanitation of Catering Services
A2 Class in Pangkalan Kerinci Health Centre Area,” Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Vol. 12, no. 2
(2023): 98-106, https://doi.org/10.30644/rik.v12i1.728



https://doi.org/10.30644/rik.v12i1.728

16

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menganalisis tujuan dan tahapan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nagekeo, NTT. Tujuan
utamanya adalah mengurangi stunting anak sekolah, meningkatkan gizi ibu
hamil, dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat menuju generasi unggul.
Program melibatkan Kodim 1625 Ngada-Nagekeo sebagai pelaksana, Dinas
Kesehatan dan Puskesmas sebagai pengelola data sasaran, serta petani,
peternak, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan. Program
menunjukkan sinergi antara instansi pemerintah, pelaku ekonomi lokal, dan
lembaga pendidikan untuk pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil,
namun belum mendalam membahas pengawasan serta standar higiene dan
sanitasi dapur sehat maupun proses penyajian makanan.'” Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada fokus pembahasan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keduanya sama-sama menekankan
pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaksana di daerah agar
tujuan program tercapai secara optimal. Sedangkan perbedaannya,
penelitian ini berfokus pada tahapan implementasi dan tujuan kebijakan
MBG dari aspek manajerial dan deskriptif, sedangkan penelitian penyusun
menitikberatkan pada pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pemenuhan

standar higiene dan sanitasi dapur MBG dengan menggunakan pendekatan

17 Maria Elisabet Ga’a, Yohanes Freadyanus Kasi, dan Yohanes Didimus Aha Epu,
“Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nagekeo: Tujuan dan Tahapannya,” Inspirasi: Jurnal
Ilmu Sosial dan Pendidikan 5, no. 2 (Juni 2025): 84—89, https://doi.org/10.36085/jinak.v5i2.8783
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maslahah mursalah sebagai landasan filosofis untuk menilai kemaslahatan
dan efektivitas kebijakan publik.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa aspek
higiene dan sanitasi telah banyak dikaji pada konteks jasa boga, rumah
makan, maupun industri pangan. Namun demikian, belum ada penelitian
yang secara spesifik mengkaji pengawasan Kota Yogyakarta terhadap
standar higiene dan sanitasi dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dengan pendekatan maslahah mursalah. Oleh karena itu, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan
perspektif kesehatan masyarakat dan hukum Islam untuk menilai sejauh
mana pengawasan Dinas Kesehatan mampu mewujudkan kemaslahatan

dalam penyelenggaraan program pangan bergizi di Kota Yogyakarta.
Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan penyusun
untuk menganalisis fenomena dalam suatu penelitian. Kerangka teori
berperan penting dalam memperkuat logika penelitian serta menentukan
langkah-langkah analitis yang akan ditempuh dan memastikan bahwa
penelitian berjalan selaras dengan landasan keilmuan yang kokoh.'® Berikut
teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Pengawasan

2019).

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
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Teori pengawasan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat
George R. Terry, yang mendefinisikan pengawasan (controlling) sebagai
proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi
pelaksanaan, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan
penyimpangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Menurut Terry, pengawasan merupakan salah satu
fungsi utama manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan
organisasi berjalan sesuai tujuan, standar, kebijakan, dan prosedur yang
telah ditentukan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencarian
kesalahan, tetapi juga merupakan upaya pembinaan dan perbaikan agar
penyelenggaraan suatu kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien.
Menurut George R. Terry pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses
penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang
dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)."

Dalam pelaksanaannya, George R. Terry menjelaskan bahwa
proses pengawasan terdiri atas empat tahapan, yaitu menetapkan standar
(establishing standards), mengukur pelaksanaan pekerjaan (measuring
performance), membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang

telah ditetapkan (comparing performance with standards), dan

19 Rifaldi Dwi Syahputra, Nuri Aslami, “Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R.
Terry,” Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) 1, no. 3 (2023): 51-61.
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melakukan tindakan perbaikan (corrective action) apabila ditemukan
penyimpangan. Keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan menjadi
dasar bagi pemerintah dalam menjamin bahwa suatu pelayanan publik
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu,
pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi juga
berlangsung secara berkelanjutan melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi, pembinaan, dan tindak lanjut terhadap setiap pelaksanaan
pelayanan publik.?°

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan pengawasan oleh
Dinas Kesehatan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan dan keamanan
pangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115
Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan
Bergizi Gratis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan,
Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 52.2 Tahun 2025
tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG), Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4

Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu

20 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen (Bandung: CV Mandar Maju, 2011)
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Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Keempat regulasi tersebut
menjadi standar yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan
higiene dan sanitasi, mulai dari penetapan persyaratan, pelaksanaan
inspeksi, pembinaan, hingga tindakan korektif apabila ditemukan
ketidaksesuaian. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan
tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah fungsi pengawasan
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori George R. Terry, efektivitas pengawasan
dalam penelitian ini dianalisis melalui kesesuaian antara standar yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan
pelaksanaan di lapangan. Analisis difokuskan pada bagaimana Dinas
Kesehatan menetapkan standar pengawasan, melaksanakan inspeksi dan
penilaian, membandingkan hasil pemeriksaan dengan ketentuan yang
berlaku, serta melakukan pembinaan atau tindakan korektif apabila
ditemukan pelanggaran terhadap standar higiene dan sanitasi. Dengan
demikian, teori ini menjadi landasan untuk menilai apakah fungsi
pengawasan pemerintah telah berjalan secara optimal dalam menjamin

keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

. Teori Sadd al-Dzari ah

Sadd al-dzari‘ah merupakan salah satu metode dalam ushul figh
yang digunakan untuk mencegah suatu perbuatan yang pada dasarnya
diperbolehkan (mubah), tetapi berpotensi menjadi sarana atau jalan

menuju kemudaratan (mafsadah) atau perbuatan yang dilarang. Dengan
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demikian, penerapan sadd al-dzari‘ah menitikberatkan pada upaya
preventif untuk mencegah terjadinya kemudaratan sebelum benar-benar
terjadi. Dalam penerapannya, suatu tindakan pencegahan perlu
didasarkan pada adanya dugaan kuat bahwa suatu perbuatan dapat
menimbulkan kemudaratan dan kemudaratan tersebut lebih besar
dibandingkan kemaslahatan yang dihasilkan.?!

Dalam penelitian ini, teori sadd al-dzari‘ah digunakan untuk
menganalisis pengawasan preventif Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program
Makan Bergizi Gratis (MBG). Inspeksi, verifikasi kelayakan sarana dan
prasarana, serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
(SLHS) sebelum SPPG beroperasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya
menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan, khususnya
kontaminasi pangan dan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
Dengan demikian, teori sadd al-dzari ‘ah digunakan untuk menganalisis
sejauh mana pengawasan preventif tersebut dapat mencegah terjadinya
kemudaratan dalam penyelenggaraan layanan makanan pada SPPG.

3. Teori Maslahah Mursalah
Maslahah Moursalah adalah prinsip dalam ushul figh yang
membolehkan pengembangan aturan atau kebijakan berdasarkan
kepentingan umum (maslahah ‘ammah) yang belum secara eksplisit

disebutkan dalam teks suci Al-Qur'an dan Hadis, selama memberikan

2l Rahmad Syafi’i, Ilmu Ushul Figh (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.
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keuntungan kolektif dan menghindari kerusakan (mafsadah). Konsep
ini, yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi,
menekankan lima tujuan utama syariat (magqasid as-syari‘ah):
perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al- ‘aql),
keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).**

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah
Al-Anbiya' ayat 107:

235 el 91 il

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam
berorientasi pada terwujudnya rahmat, kemaslahatan, dan perlindungan
bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan
menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,
meskipun tidak diatur secara rinci dalam nash, dapat dibenarkan melalui
konsep maslahah mursalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariat. Dengan demikian, maslahah mursalah menjadi dasar
dalam merumuskan berbagai kebijakan publik yang adaptif terhadap
perkembangan zaman demi mewujudkan kemaslahatan umum.

Teori ini diterapkan untuk menafsirkan pengawasan Dinas
Kesehatan terhadap MBG dari perspektif kemaslahatan Islam.

Pengawasan yang baik dipandang sebagai bentuk hifz an-nafs (menjaga

2 D. F. A. Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz
Al-Mal,” SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law 2, no. 2 (2023): 47-58.

23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. al-Anbiya’ (21): 107.
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jiwa) dan hifz al-sihhah (menjaga kesehatan), karena mengurangi
bahaya keracunan makanan yang bisa membahayakan jiwa dan
produktivitas generasi muda. Jika pengawasan lemah, hal itu dianggap
sebagai mafsadah yang bertentangan dengan maslahah mursalah,
terutama dalam program yang hingga kini mencakup kurang lebih 61
juta orang untuk menanggulangi stunting. Teori ini menyatukan elemen
normatif Islam dengan teori pengawasan dan higiene-sanitasi, serta
teori pengawasan, untuk mengevaluasi apakah regulasi pemerintah
mendukung kemaslahatan kolektif, seperti pengurangan stunting dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia.
G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan penyusun untuk memperoleh
data yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk
menjawab pertanyaan penelitian. Melalui metode ini, seluruh tahapan dapat
dilaksanakan secara terencana sehingga hasil penelitian menjadi relevan dan
selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.’* Dalam menyusun penelitian ini,
penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (das sollen),

tetapi juga mengamati penerapannya dalam praktik di lapangan (das

24 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
2019.) ISBN 978-602-289-5336.
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sein). Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menilai
sejauh mana praktik pengawasan selaras dengan ketentuan hukum yang
berlaku.?
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dipahami sebagai sudut pandang yang
digunakan secara umum, sedangkan pendekatan penelitian merupakan
cara atau metode yang dipilih penyusun untuk melihat dan mengkaji
suatu permasalahan berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya.?
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang
menggabungkan analisis teks hukum, regulasi, dan konsep normatif
dengan elemen empiris dari praktik lapangan. Pendekatan ini relevan
karena penelitian melibatkan interpretasi regulasi pemerintah, prinsip
Maslahah Mursalah sebagai landasan evaluasi kemaslahatan, sambil
mengintegrasikan teori pengawasan dan higiene-sanitasi dari kerangka
teori sebelumnya. Pendekatan ini membantu menilai apakah
pengawasan preventif dan korektif oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan
magqasid as-syari ‘ah untuk melindungi jiwa (hifz an-nafs), sehingga
memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan menghasilkan
rekomendasi preskriptif yang tidak hanya deskriptif, seperti saran

perbaikan regulasi berdasarkan temuan lapangan.

25 Exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
hlm. 4

26 Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 127.
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3. Jenis dan Sumber Data
Sumber data menurut Soerjono Soekanto, dibedakan menjadi
berikut:*’
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh
penyusun dari sumbernya, baik melalui wawancara dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan
melalui wawancara dengan Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi
Kesehatan (SERNIK) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kepala dan
ahli gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota
Yogyakarta. Data ini mencakup wawasan subjektif tentang praktik
pengawasan, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, dan
pandangan tentang efektivitas standar higiene-sanitasi dalam
mencegah risiko Kesehatan.”® Alasan pemilihan adalah untuk
melengkapi data sekunder dengan perspektif praktis, memastikan
analisis yang holistik sesuai dengan teori.?’
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku

atau dokumen tertulis yang dijadikan dasar dalam berpikir dan

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Jakarta UI Pres, 1986), 51

28 Kusuma, Aditya dan Widyaningrum, “Pengawasan Kesehatan Masyarakat di Era
Pandemi: Studi Yuridis Normatif tentang Implementasi Protokol Kesehatan,” Jurnal Kesehatan
Masyarakat Indonesia 15, no. 2 (2023): 45-60.

29 Rahayu, Siti dan Sari, Maya, “Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Evaluasi
Pengawasan Kesehatan: Kasus Program Makan Bergizi Gratis,” Jurnal Penelitian Kesehatan 18,
no. 3 (2022): 112-128.
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memberikan pendapat. Data tersebut diperoleh dari buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur akademik,
dan sumber tertulis, serta referensi hukum islam tentang maslahah
mursalah. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk menguji
hipotesis, membandingkan hasil penelitian, dan mengambil

kesimpulan yang lebih luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau prosedur yang

digunakan penyusun untuk memperoleh berbagai fakta sosial yang

berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang

penyusun lakukan adalah:

a.

Wawancara
Metode ini adalah teknik memperoleh informasi melalui komunikasi
langsung, di mana pewawancara dan responden berada dalam situasi
saling berhadapan (face to face). Pada proses tersebut, pewawancara
menyampaikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban
yang sesuai dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Secara umum,
teknik pelaksanaan wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Wawancara berencana
Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar
pertanyaan secara lengkap dan sistematis sebelum proses
wawancara dimulai. Pewawancara hanya mengajukan

pertanyaan yang telah tercantum dalam daftar tersebut dan tidak
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diperkenankan keluar dari topik atau pokok pembahasan yang
sudah ditetapkan.
2) Wawancara tidak berencana
Wawancara tidak berencana adalah teknik yang tidak menuntut
pewawancara untuk terpaku pada daftar pertanyaan yang telah
disusun sebelumnya. Biasanya, pedoman wawancara hanya
berisi garis-garis besar topik yang akan dibahas, sehingga
pewawancara dapat lebih fleksibel dan terhindar dari
kekurangan pertanyaan. Bentuk wawancara tidak berencana ini
masih dibedakan menjadi dua jenis’:
a) Wawancara berstruktur
Jenis wawancara ini memiliki pola yang lebih kompleks,
sebagaimana dijumpai pada wawancara psikoanalisis,
psikoterapi, maupun wawancara yang menggali pengalaman
personal seseorang.
b) Wawancara tak berstruktur
Wawancara tak berstruktur terdiri atas dua bentuk. Pertama,
wawancara berfokus, yaitu wawancara dengan pertanyaan
yang tidak disusun secara baku namun tetap diarahkan pada
satu topik utama. Kedua, wawancara bebas, yakni

wawancara yang tidak terpusat pada satu isu tertentu,

30 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. Revisi. (Jakarta:
Rajawali Pers. 2016) , 83.



28

sehingga pewawancara dapat bergerak dari satu tema ke
tema lain. Akibatnya, data yang diperoleh biasanya lebih
bervariasi dan tidak seragam.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara tidak berencana dan tak berstruktur, namun tetap diarahkan

pada satu isu utama yang relevan dengan fokus penelitian. Penyusun

melakukan proses tanya jawab secara langsung (face to face) dengan

pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, khususnya dengan bagian

yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan.

b.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data sekunder
melalui studi pustaka sistematis, analisis dokumen resmi, dan arsip
Dinas Kesehatan, seperti laporan pengawasan, sertifikat SLHS, dan
data statistik stunting. Proses ini mencakup pencatatan sumber,
tanggal, dan relevansi untuk memastikan validitas, misalnya,
menganalisis laporan inspeksi untuk mengidentifikasi pola

kepatuhan standar higiene dan sanitasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model

interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari tiga

tahapan yang saling berkesinambungan, karena ini adalah penelitian

kualitatif maka model tersebut digunakan untuk menganalisis data
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secara sistematis dan mendalam terhadap data primer maupun data

sekunder.

a. Reduksi Data (Data Reduction)
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara
memilah, menyeleksi, dan menyaringnya untuk memfokuskan
informasi pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah.
Tahap reduksi ini bertujuan menghilangkan data yang tidak relevan
serta menyusun informasi agar lebih ringkas dan mudah dipahami.
Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan
penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel,
matriks, atau diagram untuk menata informasi yang telah direduksi,
sehingga pola serta keterkaitan antar tema dapat terlihat dengan
jelas. Bentuk penyajian ini berupa perbandingan tingkat kepatuhan
terhadap standar higiene-sanitasi di beberapa dapur MBG dan alur
pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Tahap akhir dalam analisis adalah menyimpulkan temuan
berdasarkan pola-pola yang terlihat dari data. Kesimpulan tersebut
selanjutnya diuji kembali melalui data tambahan atau konfirmasi
kepada narasumber untuk memastikan keabsahannya. Setelah itu,

hasil temuan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pengawasan
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George R. Terry dan perspektif hukum Islam, khususnya konsep

Maslahah Mursalah.®!

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan bab yang disusun secara
terstruktur untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Bagian
ini memberikan gambaran ringkas mengenai isi setiap bab dalam penelitian.
Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Analisis
Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Pemenuhan Standar Higiene dan
Sanitasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Mas/ahah
Mursalah di Kota Yogyakarta™ adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan
gambaran umum penelitian. Bagian pendahuluan ini berisikan latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini memberikan gambaran umum tentang objek
penelitian, meliputi tujuan, sasaran, dan pelaksanaan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG). Uraian mencakup standar higiene dan sanitasi
berdasarkan Peraturan Peraturan yang berlaku serta peran Dinas Kesehatan
dalam proses pengawasan. Bab ini juga berisi Landasan Teoretis yang

memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori

31 Heriyanto & Rizki Nurislaminingsih, “Dari Kode ke Tema: Teknik Pengodean bagi
Peneliti Kualitatif”, Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi, Vol. 9, No. 2
(2025). https://doi.org/10.14710/anuva.9.2.295-303
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pengawasan George R. Terry, teori Sadd al-Dzari’ah, dan teori maslahah
mursalah.

Bab Ketiga, bab ini menguraikan pelaksanaan pengawasan Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan
sanitasi pada dapur Program MBG. Dibahas bentuk dan tahapan
pengawasan, mulai dari pemeriksaan bahan baku hingga evaluasi akhir,
serta tingkat kepatuhan dapur MBG. Bab ini juga memaparkan temuan
lapangan seperti kendala teknis, keterbatasan, serta hambatan koordinasi.

Bab Keempat, bab ini menganalisis pengawasan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta terhadap Program MBG dalam perspektif teori
pengawasan George R. Terry, teori Sadd al-Dzari’ah, dan teori masiahah
mursalah. Pembahasan dimulai dari prinsip-prinsip pengawasan
kemaslahatan terkait penjagaan jiwa (hifz an-nafs), lalu menilai pengawasan
higiene dan sanitasi sebagai bentuk upaya menghadirkan kemaslahatan dan
mencegah mafsadah.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merangkum temuan penelitian terkait pelaksanaan pengawasan oleh Dinas
Kesehatan serta analisisnya dalam kerangka teori pengawasan, teori Sadd
al-Dzari’ah, dan teori maslahah mursalah. Sementara itu, bagian saran
memuat berbagai rekomendasi bagi Dinas Kesehatan, pelaksana Program
MBG, pemerintah daerah, maupun penyusun berikutnya, untuk
meningkatkan standar higiene dan sanitasi agar program MBG dapat

berjalan lebih efektif dan membawa manfaat lebih luas.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada
Program Makan Bergizi Gratis (MBQG) telah dilaksanakan melalui
empat tahapan sebagaimana dianalisis dengan teori pengawasan George
R. Terry, yaitu menetapkan standar berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesechatan Nomor 11 Tahun 2025,
dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, mengukur pelaksanaan
melalui self assessment, uji laboratorium, dan inspeksi insidental,
membandingkan pelaksanaan dengan standar melalui mekanisme
visitasi dan evaluasi, yang menunjukkan baru 34 dari 53 SPPG
memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta melakukan
tindakan korektif berupa pembinaan teknis, Bimbingan Teknis
(Bimtek), dan pendampingan. Meskipun demikian, pelaksanaan
pengawasan tersebut masih bersifat parsial dan cenderung reaktif,
karena belum seluruh SPPG menerima inspeksi lapangan secara

langsung dan merata, khususnya SPPG yang tergolong baru beroperasi.

128
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2. Ditinjau dari perspektif masiahah mursalah, kebijakan kewajiban SLHS
dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
terhadap SPPG Program MBG secara normatif telah sejalan dengan
prinsip maslahah mursalah, karena berorientasi pada perwujudan
kemanfaatan (jalb al-manfa'ah) dan pencegahan kemudaratan (daf’ al-
mafsadah) bagi kelompok rentan penerima manfaat, serta memenuhi
unsur-unsur magqdasid as-syari'ah, khususnya hifz an-nafs, hitz al-'aql,
dan hifz an-nasb. Namun demikian, pada tataran implementasi, upaya
daf’ al-mafsadah belum sepenuhnya terwujud secara menyeluruh karena
belum meratanya pengawasan preventif berbasis inspeksi lapangan,
sehingga kemaslahatan yang hendak dicapai melalui kebijakan tersebut
belum terealisasi secara optimal bagi seluruh SPPG.

3. Berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari ‘ah, pengawasan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada
SPPG secara substantif telah sejalan dengan prinsip pencegahan
mafsadah. Hal tersebut terlihat dari penerapan SLHS, self assessment
setiap enam bulan, pemeriksaan laboratorium terhadap makanan dan air
sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, serta inspeksi lapangan
sebagai upaya mengidentifikasi dan mencegah potensi bahaya pangan
sebelum menimbulkan gangguan kesehatan. Namun, penerapan prinsip
Sadd al-Dzari ‘ah tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan
berbagai ketidaksesuaian higiene dan sanitasi, seperti adanya cemaran

E. coli, kadar nitrat yang tinggi, fasilitas cuci tangan yang belum
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memadai, serta ketidaksesuaian pada pemisahan jalur, pencucian
peralatan, penyimpanan makanan, dan pengaturan suhu. Selain itu,
inspeksi lapangan masih dilakukan secara insidental sehingga belum
sepenuhnya mampu menutup seluruh potensi mafsadah pada setiap

SPPG.

Dengan demikian, secara umum pengawasan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada
Program MBG telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas serta
sejalan dengan prinsip maslahah mursalah dan Sadd al-Dzari ‘ah. Orientasi
pengawasan yang bersifat preventif menunjukkan adanya upaya untuk
mencegah terjadinya kemudaratan sebelum berdampak terhadap kesehatan
penerima manfaat, khususnya kelompok rentan. Meskipun demikian,
konsistensi dan intensitas pelaksanaannya di lapangan masih perlu
diperkuat, terutama melalui pelaksanaan inspeksi lapangan yang lebih
terjadwal, pemantauan terhadap SPPG yang baru beroperasi, serta tindak
lanjut yang lebih optimal terhadap hasil pemeriksaan. Penguatan tersebut
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko terhadap
keamanan pangan dan kesehatan masyarakat dapat diidentifikasi dan
dicegah sejak dini, sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat
dalam Program MBG dapat tercapai secara menyeluruh dan

berkesinambungan.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun menyampaikan

beberapa saran sebagai berikut:

1.

Bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Memperkuat pengawasan yang bersifat preventif melalui penjadwalan
inspeksi lapangan secara rutin dan merata bagi seluruh SPPG, termasuk
yang belum memiliki SLHS, tanpa hanya mengandalkan mekanisme
monitoring jarak jauh melalui pesan singkat maupun laporan self
assessment, sehingga potensi ketidaksesuaian dapat terdeteksi lebih
dini.

Bagi pengelola dan penjamah makanan pada SPPG

Lebih proaktif dalam melengkapi persyaratan administratif pengajuan
SLHS, disiplin dalam melaksanakan self assessment secara berkala,
serta segera memperbaiki kekurangan pada aspek fasilitas cuci tangan,
pemisahan jalur bahan baku dan distribusi, maupun pengelolaan suhu
penyimpanan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini.

Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait

Memberikan dukungan tambahan berupa sumber daya manusia,
anggaran, dan sarana prasarana bagi Tim Kerja Sertifikasi dan Lisensi
Kesehatan (SERNIK) dan bidang Kesehatan Lingkungan (Kesling),
mengingat cakupan SPPG yang harus diawasi terus bertambah, agar
pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan tidak terbatas

pada mekanisme pasif.

4. Bagi penyusun selanjutnya
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Melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas
atau dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur tingkat efektivitas
pengawasan secara lebih terukur, serta memperdalam kajian dari
perspektif maslahah mursalah dengan meninjau unsur magqasid as-

syari'ah lain yang belum banyak dibahas dalam penelitian ini.
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